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ABSTRAK

Perkembangan pelembagaan dalam prinsip ekonomi syariah tentunya menjadi
salah satu upaya dalam pembayaran ataupun pembiayaan dengan metode ekonomi yang
berbasis Islam. Secara keseluruhan dalam prinsip ekonomi syariah sendiri masih banyak
masalah dan kasus ataupun sengketa yang harus diselesaikan melalui lembaga hukum
atau dibawa ke ranah pengadilan meskipun masalah tersebut sebenarnya dapat
diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, lembaga peradilan juga mempunyai
masalah tersendiri yaitu dalam penanganan kasus dan penerapan suatu aturan hukum
yang diberlakukan di dalamnya. Penyelesaian perkara sengketa yang terjadi dalam
ekonomi syariah melalui kekeluargaan ada baiknya dikukuhkan atau dibuatkan suatu
akta, begitu juga dalam persidangan ataupun lembaga hukum yang mana terdapat suatu
putusan dari mejelis hakim yang menangani perkara tersebut. Pada intinya dalam suatu
putusan hakim haruslah sesuai yaitu menguntungkan kedua belah pihak dengan
mengacu kepada asas-asas yang ada dalam cita hukum seperti keadilan, kepastian, dan
kemanfaan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library
research) yang bersumber dari beberapa aturan hukum positif, hukum Islam, buku-
buku, kitab, al-Qur’an dan sumber lain yang menunjang penelitian ini, termasuk artikel,
jurnal, dan berita-berita di media online lainnya. Penelitian ini juga termasuk penelitian
yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan masalah
yang dikaji melalui data-data yang sudah terkumpul dan kemudian dianalisis
menggunakan teori yang sesuai dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pada putusan hakim tentang
kasus perkara ekonomi syariah dengan nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan
Agama Sleman masih terdapat beberapa hal yang menurut peneliti belum sesuai dalam
penjatuhan putusan tersebut, terutama nama hakim atau lembaga hukum yang
mendamaikan dalam kasus tersebut belum tercantumkan, yang mana tercantum dalam
Peraturan Mahkamah Agung R1 Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2) tentang prosedur
Mediasi di Peradilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
108/KMA/SK/V1/2016 dalam lampiran 1-15 tentang Model Akta Perdamaian. Selain
itu, biaya ganti kerugian yang harus dikembalikan pihak tergugat kepada penggugat
masih terlalu besar, meskipun sudah mendapat potongan dari hasil keuntungan yang
didapat oleh pihak penggugat.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Putusan Hakim, Penyelesaian Sengketa Ekonomi
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
i Alif | tidak dilambangkan
< Ba' B Be
< Ta' d Te
& Sa' S es titik atas
z Jim J Je
z Ha' H ha titik di bawah
e Kha' Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal V4 zet titik di atas
J Ra' R Er
J Zai 4 Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
ol Sad S es titik di bawah
o= Dad D de titik di bawah
L Ta' T te titik di bawah
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L Za' V4 zet titik di bawah
& '‘Ayn koma terbalik (di atas)
d Gayn G Ge

< Fa' F Ef

S Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

O Nun N En

3 Waw w We

° Ha' H Ha

3 Hamzah A Apostrof

s Ya Y Ye

I1. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:
Oadilaia ditulis muta‘aqqidin
83 ditulis ‘iddah
1. Ta' marbiutah di akhir kata.
1. Bila dimatikan, ditulis h:
4 ditulis hibah
L ditulis jizyah
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:
&) i ditulis ni'matullah

Lkl 3 S ditulis zakatul-fitri




IV. Vokal pendek

__©_ (fathah) ditulis a contoh G ditulis daraba
(kasrah) ditulis i contoh agd ditulis fahima
& (dammah) ditulis u contoh S ditulis kutiba

V. Vokal panjang:
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
Llala ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + alif maqsur, ditulis a (garis di atas)
(S ditulis yas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
L ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis G (dengan garis di atas)
Uas A ditulis Sfuriid
V1. Vokal rangkap:
1. fathah + ya mati, ditulis ai
aSiu ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

Js8 ditulis gaul
VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
apostrof.
Q! ditulis a'antum
e ditulis u'iddat
585 ol ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

ol ditulis al-Qur'an
okl ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf gamariyah.
i) ditulis al-syams
slandl ditulis al-sama’



IX. Huruf besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut
penulisannya
s Al 550 ditulis Zawi al-furid
A8l Jal ditulis ahl al-sunnah
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KATA PENGANTAR

asa 3l el A sy
Lillee ) el a9 Badil g 1 0 Al d a8 9 dlmid g odans pnallal) &y 4l daal)
Agu 5 gote Iaana G agdil g Al el & Y oan g Al Y Al Y o) agdi
Yana Uk J1 lo g tana Ul o Jua agll)
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A.

BAB |

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi syariah merupakan payung bagi semua lembaga ekonomi
berbasis ajaran Islam. Melalui konsep ekonomi syariah di dalamnya
terakumulasi nilai, prinsip, teori, serta kaidah ekonomi syariah yang pada
muaranya akan diterapkan ke dalam berbagai bentuk lembaga ekonomi.*
Secara yuridis formal, pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah telah
dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang
mengamandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (PT).

Pelembagaan prinsip syariah dalam aplikasi perbankan di
Indonesia pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tidak lain merupakan satu bentuk konkretisasi proses transformasi sub-
sistem hukum Islam menjadi bagian utuh sistem hukum positif perbankan
nasional dan sebagai seperangkat aturan yang secara eksklusif mengatur

sistem operasional kegiatan usaha perbankan.?

Syariah,

! Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
(Jakarta: Gramata Publising, 2010), him. 89.

2|bid., him. 90.



Pelembagaan prinsip syariah ini, tentu saja pada gilirannya
semakin memperkuat otoritas hukum Islam dalam opersional konsep dan
sistem ekonomi syariah.® Dalam jangka panjang, dalam rangka menopang
pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh, diperlukan payung
prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi
berbagai peraturan yang dibutuhkan dalam bidang tersebut di masa depan.*

Sistem ekonomi syari’ah ini tentunya mempunyai suatu kendala
atau permasalahan dalam pemecahan atau penyelesaian kasus di dalamnya,
seperti halnya kasus yang sering terjadi yaitu dalam kasus wanprestasi.
Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perkara
yang timbul di antara anggota masyarakat. Perkara yang terjadi memiliki
bentuk yang beragam, ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau
pemecahan perjanjian (breach of contract), perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad), sengketa hak milik (property right), perceraian,
pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak
tertentu, dan lain sebagainya.

Timbulnya perkara tersebut, ketika dihubungkan dengan
keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kewenangan

mengadili yang disebut yurisdiksi atau kompetensi, yaitu kewenangan

® Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him. 3.

* Hasbi Hasan, kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), him. 116.



suatu lembaga peradilan dalam mengadili perkara tertentu sesuai dengan
ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan
peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa
diserahkan kepada hakim. Karena pembuat Undang-undang senantiasa
terbelakang oleh kejadian-kejadian sosial (baru) maka hakim yang harus
sering menambah Undang-undang itu.

Ketentuan Undang-undang yang berlaku umum dan bersifat
abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa
konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti,
dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk
diterapkan pada peristiwanya itu.’

Dalam Risalatul Qodla, dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab
yang memerintahkan kepada Abdullah bin Qais pada saat menjadi hakim:
“apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis,
maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah

diputus”.’

him. 4.

%Ibid., him. 117.

® Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

"Ibid., him. 7.



Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah
membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan
Agama di Indonesia.

Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum
keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang untuk
menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi
perbankan syariah, lembaga keuangan mikrosyariah, asuransi syariah,
reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga
berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,
pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis
syariah.® Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi
keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan
perkembangan pergaulan hidup manusia.’

Dari lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang
kemudian diamandemen kembali tentang Peradilan Agama dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 memuat perubahan dan tambahan
yang baru di antaranya sebagai berikut: Pengadilan Agama khusus di
lingkungan agama, hakim ad hoc di Peradilan Agama, pengawasan
internal oleh MA dan eksternal oleh KY, putusan bisa dijadikan dasar

mutasi, seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY,

8k ompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Jakarta: Kencana, 2009), him.253.

’Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 3.



pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA, tunjangan
hakim sebagai pejabat negara, usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi
PTA, panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA, pos bantuan hukum disetiap
pengadilan agama, jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan
dan terakhir yaitu ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik
pungli.*®

Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara ekonomi syariah bagi lembaga Peradilan Agama,
di samping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan.'!
Sebagaimana dalam penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah yang
dilaksanakan di Pengadilan Agama yaitu kasus yang dikarenakan ada salah
satu pihak yang merasa dirugikan atau biasa disebut dengan kasus
wanprestasi yang di mana suatu perjanjian (akad) antara dua atau beberapa
pihak yang sebagai mana tidak terlaksananya prestasi (wanperstasi) karena
kesalahan satu pihak yang terkait baik karena unsur kesengajaan ataupun
karena kelalaian dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT. berfirman di dalam
surah Al-Ma'idah (5) ayat 1 yang menerangkan bahwa bagi mereka yang
melakukan suatu akad (perjanjian), wajib bagi mereka untuk memenuhi

akad tersebut;

10 https://diskursusidea.blogspot.com/2014/05/analisis-uu-no-7-tahun-1989-uu-no-
3.html? e pi =7%2CPAG_1D10%2C821611746, akses 22 April 2018.

Yhttp://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/63-
ekonomisyariahdalamperspektifuuno3tahun2006.html, akses 22 Maret 2018.
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Hukum perjanjian dalam kontek hukum barat diatur dalam ke
tentuan Buku Il KUHPerdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata
dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak
atau Perjanjian” menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap orang lain atau lebih. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat
bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata, vyaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas
konsensual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya obyek tertentu,
dan mempunyai kausa yang halal. Dianggap tidak ada kesepakatan kalau
di dalamnya terdapat paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), maupun
penipuan (bedrog).*?

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi
rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang utama adalah ijab dan
kabul.** Jadi, ketika dalam suatu akad (perjanjian) ada yang melanggar
perjanjian yang telah ditetapkan hendaknya mereka melakukan

musyawarah terlebih dahulu dan dibicarakan dengan baik-baik sebelum di

12 Al-Maidah (5): 1.

¥ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Cet. Ke-1 (Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 2010), him. 7.

“Ibid., him. 24.



bawa ke dalam ranah peradilan untuk menemukan jalan keluar dan titik
temu awal mula permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait
dalam akad tersebut. Sebagaimana dalam kasus yang akan diteliti oleh
penulis yaitu mengenai sengketa ekonomi syariah yang berada di
Pengadilan Agama Sleman yang tertera sebagai berikut:

Pada kasus sengketa ekonomi syariah ini atas gugatan wanprestasi
dan tuntutan ganti kerugian dikarenakan kelalaian dari salah satu pihak
dan di mana tidak sesuai lagi atas perjanjian murabahah yang telah
disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, dengan nomor perkara
1227/Pdt.G/2017/PA.Smn yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman
Tahun 2017 antara Lembaga Keuangan Syariah KSU BMT BINA
UMMAH yang beralamat di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakilkan
oleh Afifah Noor Hayati, ST. selaku ketua pengurus Lembaga Keuangan
Syariah KSU BINA UMMAH yang di mana dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S. Fil., S.H., M.H. dan Lutu Dwi
Prastanta, S.H., M.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE
Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, JI. Jend.
Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2017, selanjutnya

disebut sebagai penggugat.



Kemudian dalam gugatannya yaitu melawan Setyawan Arif
Wibowo pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Munengan V RT.06
RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dinyatakan sebagai tergugat | dan
dengan Ngadiyem Arisman pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di
Munengan V RT.06 RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dinyatakan sebagai
tergugat 11, dengan tanggal pendaftaran pada Selasa, 19 September 2017
dan tanggal surat pada Rabu, 19 Juli 2017, dalam pokok perkara primair:
menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan secara hukum Akad pembiayaan Murabahah No.
1204/AKAD BU/X1/08/8635 tertanggal 06 Nopember 2008 adalah sah dan
mengikat.

Menyatakan secara hukum Tergugat telah Wanprestasi;
menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang
dialami oleh penggugat sebesar :

1. Utang pokok = Rp. 13.050.000

2. Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 5.675.000

3. Biaya-biaya lainnya sebesar = Rp. 5.000.000

Total kerugian materiil adalah Rp. 23.725.000,00 (dua puluh tiga
juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menyatakan sebidang tanah SHM nomor 02341 dengan luas 154m?

yang terletak di Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atas



nama Ngadiyem Arisman (Turut Tergugat) adalah sah sebagai jaminan
atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat; menyatakan bahwa
penggugat berhak untuk menjual melalui pelelangan umum atas jaminan
berupa sebidang tanah SHM nomor 02341 dengan luas 154m? yang
terletak di Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atas nama
Ngadiyem Arisman (Turut Tergugat) guna pemenuhan utang-utang
Tergugat kepada Penggugat; menyatakan putusan dalam perkara a quo
dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet,,
banding, dan kasasi ( Uit Voorbaar Bij Vooraad ) menghukum tergugat
untuk membayar biaya perkara ini.

Adapun dalam kasus perkara sengketa ekonomi syariah ini
menemukan jalan keluar di antara kedua belah pihak yang telah sepakat
untuk berdamai dan dari pihak tergugat sanggup untuk membayar total
kerugian yang tertera dalam akta perdamaian sebesar Rp. 20.550.000,-
(dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selambat-
lambatnya harus dilunasi pada tanggal 30 Desember 2017, dimana dari
waktu terbentuknya akta perdamaian yang telah dibuat dan disepakati
dinyatakan sah di hadapan para hakim yaitu tertanggal 29 November 2017.
Kemudian dari putusan Pengadilan Agama Sleman para hakim memutus
perkara tersebut dengan mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perdamaian dan

Mediasi di depan Sidang Pengadilan.
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Dari surat gugatan dan akta perdamaian yang didapat dari
Pengadilan Agama Sleman ini masih terdapat beberapa kejanggalan atau
masih kurang sesuai dalam putusannya terutama dalam surat gugatan juga
dikatakan bahwa margin keuntungan dari akad pembiayaan tersebut adalah
Rp. 9.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang menurut saya disini
keuntungan yang didapat terlalu besar dan masih memberatkan pihak
tergugat dalam pengembalian atau angsuran yang dilakukan dan mungkin
juga termasuk riba, walaupun tidak ada nominal berapa presentase riba
dalam akad pembiayaan murabahah tersebut.

Kemudian daripada itu dalam akta perdamaian yang telah mereka
sepakati masih ada beberapa kekurangan diantaranya hakim atau lembaga
hukum mediator yang telah melakukan perdamaian tersebut belum
disebutkan seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Pasal 3 ayat (2) Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
pengadilan dan juga tanggal penjatuhan putusan dari akata perdamaian
yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam
pengembalian atau pelunasan kerugian yang didapat pihak tergugat kepada
pihak penggugat yang dari dijatuhkannya putusan akta perdamaian
tersebut yaitu tertanggal 08 Januri 2018.

Seharusnya, dalam akta perdamaian tersebut juga berubah tentang
tanggal dimana pihak tergugat harus melunasi total kerugian kepada pihak
penggugat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Karena, sejak tanggal

dijatuhkannya atau pengukuhan putusan akata perdamaian tersebut yaitu
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tertanggal 08 Januari 2018, sedangkan tanggal pelunasan kerugian dari
pihak tergugat harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember
2017 kepada pihak penggugat sejak kesepakatan perdamaian terjadi yaitu
tanggal 29 November 2017. Dalam hal ini, juga waktu pelunasan yang
diberikan kepada pihak penggugat kepada pihak tergugat terlalu singkat
mengingat pihak tergugat hanya pegawai Wiraswasta.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang peran dan kewenangan
hakim Peradilan Agama yang mulai meluas dan tentang putusan hakim
dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah, maka dari kasus yang
ada di Pengadilan Agama Sleman tersebut penyusun tertarik untuk
meneliti lebih lanjut tentang putusan hakim yang mana dalam kasus ini
lembaga keuangan syariahlah yang menuntut dan pada akhirnya terjadinya
suatu perdamaian antara pihak-pihak yang terkait pada kasus sengketa
ekonomi syariah tersebut, sehingga penyusun dalam hal ini mengambil
judul tentang “ Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syri’ah
Melalui Jalur Mediasi Perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn Di

Pengadilan Agama Sleman”.

. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penyusun dapat
memperjelas arah penelitian dari kasus sengketa ekonomi syariah yang
akan dikaji lebih lanjut nantinya. Maka dapat dirumuskan beberapa

rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
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1. Bagaimana putusan akta perdamaian dalam perkara ekonomi
syariah Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama
Sleman?

2. Bagaimana putusan akta perdamaian perkara ekonomi syariah
tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung

R1 Nomor 108/KMA/SK/V1/2016 Tahun 20167

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka terdapat

beberapa bagian yang menjadi tujuan dari peneliti adalah:

a. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai proses mediasi
dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama
Sleman terutama perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn.

b. Untuk mengetahui yang menjadi landasan dasar hukum dalam
memutus akta perdamaian perkara Nomor
1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.

c. Untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana penyelesaian
mediasi dalam sengketa ekonomi syariah terutama Nomor
1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman ini

sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
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Tahun 2016 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
108/KMA/SK/V1/2016.
2. Kegunaan
Adapun setelah diadakannya penelitian ini diharpkan dapat
memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah:

a. Secara Teoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas,
menambah wawasan keilmuan dan memberikan sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang
analisis kasus sengketa ekonomi syariah, selain itu juga dapat
dijadikan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian
selanjutnya.

b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam
menganalisis suatu kasus terutama dalam sengekta ekonomi
syariah dan menjadi bahan evalusi ataupun suatu rujukan
dikalangan hakim nantinya dalam memutus suatu perkara

terutama dalam kasus sengketa ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya

kontemporer yang membahas subjek yang sama, khusunya skripsi, tesis
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atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.™
Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan
terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-
penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.'® Dari
beberapa literatur yang peneliti baca untuk dijadikan bahan rujukan
penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari Muhammad Irfan Elhadi dengan judul “Studi
Terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi
Syariah Nomor. 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk”, penelitian ini memaparkan
ataupun menganalisis tentang pertimbangan majelis hakim serta
kesesuaian dalam pertimbangan hukum dengan ketentuan-ketentuan
hukum formil yang berlaku.'” Dari sini dapat dilihat perbedaan skripsi
yang diteliti yaitu tentang pertimbangan dari majelis hakim serta dari
ketentuan hukum formil yang berlaku.

Kedua, Skripsi dari Mijan dengan judul “Analisis Yuridis Putusan
Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara
No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK)”, penelitian ini menganalisis dari aspek

yuridis dalam pertimbangan hakim yang menolak gugatan wanprestasi,

>Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), him. 3.

Ibid.,

Y Muhammad Irfan Elhadi, “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara

Sengketa Ekonomi Syariah Nomor. 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan
Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2014).
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serta menganalisis tentang putusan perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK
ditinjau dari segi hukum yuridis, filosofis, dan sosiologis.*® Dari sini dapat
dikatan bahwa skripsi ini menganalisis dari aspek yuridis pertimbangan
hakim yang menolak gugatan wanprestasi dan ditinjau dari segi
hukumnya.

Ketiga, Skripsi dari Fitriawan Sidiq dengan judul “Analisis
Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA
Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, Penelitian ini
menganalisis tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara
sengketa Ekonomi Syariah antara koperasi syariah yang berbadan hukum
dengan anggota koperasi tersebut.*® Dari skripsi ini menganalisis kasus
antara koperasi syariah yang berbadan hukum dengan anggota dari
koperasi tersebut.

Keempat, Skripsi dari Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari dengan judul
“Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Melalui Jalur Mediasi
di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”, penelitian
ini menganalisis ataupun memaparkan tentang Alternative Dispute

Resolution (ADR) dan bagaimana suksesnya suatu mediasi dalam kasus

'8 Mijan, “Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi
Kasus Putusan Perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK)”, Skripsi, (Yogyakarta: llmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

19 Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi
Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl) ”, Skripsi, (Yogyakarta: Muamalat
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
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sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari.”® Dari skripsi
ini menganalisis jalur mediasi melalui Alternative Dispute Resolution
(ADR) di Pengadilan Agama Womosari.

Kelima, Jurnal dari Ikhsan Al Hakim dengan judul ‘“Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”, dalam
jurnal ini peneliti ingin mengetahui eksistensi Pengadilan Agama dalam
mengaplikasikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan faktor yang
mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama
Eks-Karesidenan Banyumas.”* Dari jurnal ini dapat dilihat tentang
bagaimana pengaplikasian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengkta Ekonomi

Syriah di Pengadilan Agama Purbalingga.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah kerangka berpikir kita yang bersifat teoritis atau
konsepsional mengenai masalah yang Kkita teliti. Kerangka berpikir
tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-

variabel yang diteliti. Teori itu masih bersifat sementara yang Kkita

0 Eva Khoirunnisa Fauzi Lestari, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria’ah
Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”, SKripsi,
(Yogyakarta: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

lIkhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Purbalingga”, Jurnal llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia ,
(Semarang 2013).
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buktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitasnya.??> Dengan
demikian dapat digambarkan kerangka teori yang menjadi pisau analisis
dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dari penelitian ini, adalah
sebagai berikut:
1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
Sebelum adanya Undang-undang dan Peraturan yang terkait
tentang mediasi manusia sudah lama mengenal penyelesaian
sengketa dalam perkara yang terjadi, terutama dan khususnya
orang muslim yang di dalam Al-Qur’an (Kkitab suci) juga
terdapat beberapa penggalan ayat yang mengharuskan
perdamaian. Di Indonesia sendiri, telah mengenal dan
mengakui perdamaian atau mediasi sebagai jalur alternatif
dalam penyelesaian sengketa.
Mediasi di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya
Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun
2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mewajibkan para
pihak yang berperkara di Pengadilan terutama bidang perdata
untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Keadaan ini, dipicu
karena jumlah perkara yang ada di Pengadilan semakin
bertambah dan menumpuk terutama kasus sengketa dalam

bidang perdata.

158.

%2 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him.
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Penggunaan prosedur mediasi ini wajib dimungkinkan
karena hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR dan RBG
sendiri menyediakan dasar atau landasan hukum yang kuat.
Seperti yang tertuang dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG
yang menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih
dahulu melakukan proses perdamaian terhadap para pihak yang
berperkara, tetapi dalam hal ini proses ataupun alur dalam
perdamaian tersebut belum begitu ditegaskan dan disini masih
terdapat kekosongan dalam pelaksanaan perdamaian di
Pengadilan.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan
penggunaan Pasal tersebut mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang
pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan
lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBG) yang dalam
surat tersebut mewajibkan semua majelis hakim yang
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh untuk
mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dari
Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG dengan tidak hanya sebagai
formalitas untuk menganjurkan perdamaian di Pengadilan.

Dari perturan Mahkamah Agung tersebut dirasa masih
kurang maksimal dalam penerapannya, sehingga keadaan

tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk menertibkan dan
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menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam
bentuk hukum acara dengan peraturan Nomor 2 Tahun 2003
tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian
diperbaharui kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbaharui
lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung Rl Nomor
108/KMA/SK/V1/2016
Setelah adanya pembaharuan peraturan tentang mediasi
sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Rl (PERMA) Nomor 1
Tahun 2016 tentang mediasi yang berlaku sekarang, terdapat juga Surat
Keputusan (SK) dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
108/KMA/SK/V1/2016 tentang tata kelola mediasi di Pengadilan yang
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016. Keputusan ini menjadi
pelengkap tentang bagaimana pengelolaan mediasi di Pengadilan,
pemberian akreditasi lembaga sertifikasi terhadap mediator, serta

pedoman-pedoman dalam prilaku mediator.

. Metode Penelitian

Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari
berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-

konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu
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metode penelitian. Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu
yang mengkaji atau mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode
penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.*®
Oleh sebab itu, untuk mempermudah dalam proses penelitian dan
pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan
yang ada dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library
Research), yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan buku-buku
sebagai sumber datanya. Penelitian ini juga menggunakan sumber-
sumber ilmiah yang akan menjadi pelengkap dari penelitian
kepustakaan seperti literatur-literatur yang relevan, undang-undang,
skripsi, buku, jurnal, karya ilmiah, internet, tesis, ensiklopedia, dan
lain sebagainya, untuk mencari dan mendapatkan data yang relevan
terkait dengan tema penelitian nantinya yang berada di Pengadilan
Agama Sleman.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian
yang menggambarkan, mendeskripsikan ataupun melukiskan masalah
yang dikaji melalui pengumpulan dan menganalisis data yang

kemudian dijelaskan berdasarkan teori-teori, undang-undang, ataupun

23 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,
2008), him. 3.
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berdasarkan dari aspek hukum Islam dan hukum positifnya, yang
dimana juga dapat ditinjau dari aspek sosiologis dan yuridis, yang
berkaitan dengan tema pokok yaitu analisi putusan sengketa ekonomi
syariah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017 dengan perkara
Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn.
3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode
pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan
bagaimana hukum positif mengatur terhadap sengketa ekonomi sayraih
di Pengadilan Agama. Selain menggunakan pendekatan yuridis-
normatif, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan dari
sudut legal formal atau normatif untuk memberikan data yang lebih
akurat dari segi hukum Islamnya dalam kasus penyelesaian sengketa
ekonomi syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar,
artifacts.* Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan
dalam penelitian ini, mengingat metode dalam penelitian yang
digunakan adalah penelitian dengan metode kepustakaan (Library
Research) seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan dalam jenis
penelitian di atas, maka peneliti melakukan penelusuran dan menelaah

dari bahan pustaka. Dengan deimikian, ada beberapa teknik yang akan

% Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2010), him. 108.
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digunakanoleh peneliti yang nantinya juga menjadi acuan dalam
pengumpulan data yang diteliti, diantaranya adalah:
a. Observasi
Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.
Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.
Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap,
kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.
Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang
hendak diteliti.
Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan.
Oleh sebab itu, dalam observasi ini peneliti akan menghadiri salah
satu persidang di Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan
tentang kasus sengketa ekonomi syariah dan itu juga bila di
perbolehkan ataupun sidangnya terbuka untuk umum.
b. Wawancara/Interview
Wawancara (Interview) dilakukan untuk mendapatkan
informasi, yang tidak dapat diperolenh melalui observasi atau
kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat
mengobservasi seluruhnya. Dengan wawancara, partisipan akan

membagi pengalamannya dengan peneliti.?

B|pid., him. 116.
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Dalam wawancara (Interview) ini peneliti melakukan
wawancara dengan lbu Hj. Titik Handriyani, S.H, M.S.I, M.H.
selaku panitera muda hukum atau panitera pengganti dan dengan
Bapak Drs. H. S. Bakir, S.H, M.H. selaku Hakim Mediator atau
yang memediasi kasus sengketa ekonomi syriah perkara Nomor
1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman tersebut.

5. Analisi Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil
wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu
pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut
hasil temuan atau findings. Findings dalam analisis kualitatif berarti
mencari dan menemukan tema, pola, konsep, insights dan
understanding.?

Dalam penelitian ini nantinya data yang diperoleh akan dianalisis
secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif (menganalisis
dari pengambilan kesimpulan yang umum ke sesuatu yang lebih
khusus). Pada nantinya, penyusun menggunakan ketentuan hukum
perdata formil dan hukum Islam sebagai landasan dalam menguji hasil
interpretasi pihak penggugat atau pembanding dalam gugatannya
dalam perkara dengan nomer 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn. putusan yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman.

2pid., him 121.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari skripsi ini, serta
mendapatkan penyajian yang sistematis, dan terarah dalam hal ini
penyusun menyajikan beberapa sub-bab yang akandibahas nantinya, yang
terdiri dari lima bab sistematika pembahasan yaitu:

Bab pertama, pada bagian ini akan membahas tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar
pustaka (sebagai referensi dalam penyusunan proposal skripsi). Bab
pertama ini sebagai acuan dan arah untuk menyelesaikan sistematika bab-
bab selanjutnya agar tidak keluar dari konteks pembahasan.

Bab kedua, pada bagian ini berisikan tentang gambaran dari bentuk
alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi,
pengadilan atau litigasi, dan jalur di luar pengadilan dan juga peraturan
yang terkait tentang mediasi.

Bab ketiga, adalah tentang gambaran umum atas putusan sengketa
ekonomi syariah perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan
Agama Sleman.

Bab keempat, berisikan tentang pembahasan dari analisis yang di
tinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan
Surat Kepustakaan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/V1/2016
Tahun 2016 atas perkara sengketa ekonomi syariah dengan Nomor

1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.
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Bab kelima, merupakan penutup sekaligus bagian akhir yang terdiri
dari kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran lainnya yang akan dibahas

lebih lanjut nantinya dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dari uraian bab-bab terdahulu, dan setelah melakukan analisis
terhadap putusan perkara ekonomi syariah tersebut dengan Nomor
1227/Pdt.G/2017/PA.Smn maka penyusun dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari kasus sengketa Ekonomi Syriah tersebut
mereka telah bersepakat untuk melakukan perdamain
melalui mediasi di Pengadilan Agama Sleman sesuai
dengan Pertaturan Mahkamah Agung RI Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2. Dalam hal ini, masih belum sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 3 ayat (2)
dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
108/KMA/SK/V1/2016 yang harus menyebutkan nama

mediatornya.
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3. Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI
Nomor 108/KMA/SK/V1/2016 Tahun 2016 bahwa dalam
pengadilan harus memberikan informasi tentang hakim

mediator yang dapat dilihat khalayak orang.

B. Saran-saran

1. Dalam hal ini terkait kasus sengketa ada baiknya pemerintah
membuat peraturan tentang besar maksimum keuntungan yang di
dapat dari suatu pinjaman terutama yang berbasis syari’ah.

2. Hakim seharunya dalam mengeluarkan atau mengesahkan suatu
akta perdamaian selalu menimbang dari Peraturan-peraturan yang
berlaku.

3. Ada baiknya dalam landasan hukum yang di pakai tidak hanya
mengacu kepada perturan perundang-undangan saja melainkan
juga dari kitab ataupun hadist.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat
Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 108/KMA/SK/V1/2016

Tahun 2016 harus diperhatikan lagi.
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